
 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  LATAR BELAKANG  

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 

diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana 

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh 

dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu 

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun 

perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus 

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah 

membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang 

disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan 

mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS). 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas 

yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, 

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku 

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang 

tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan 

Rancangan Renja Perangkat Daerah. 

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun 

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas 

Tahun 2026. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan 



 

 

perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna 

mengoperasionalkan RKPD 2026 yang disertai dengan upaya 

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan 

masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2026 didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang-

undangan sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 



 

 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desaa; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  

13. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan;  

14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;  

15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 

Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;  

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan;  

17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan 

Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-

Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-

Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;  

18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;  

19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 

Penurunan Stunting;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 



 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008 Nomor 3); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;  

26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2024-2026; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 

tahun 2011-2031;  

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 



 

 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 

Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 21); 

30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 

Nomor 17); 

31. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2025; 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah:  

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 

2026 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya.  

2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas 

dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026. 

Sedangkan tujuan : 

1. Sebagai pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten 

Banyumas Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Banyumas. 

2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Banyumas selama tahun 2026. 



 

 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN,  pada bagian ini berisikan mengenai gambaran 

umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi 

latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika 

penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat 

dipahami dengan baik. 

 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, berisikan kajian 

(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat 

Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 

berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang 

seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah 

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian 

target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program 

dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-

tahun sebelumnya. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan 

kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah 

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam 

SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika 

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi 

masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai sejauh mana 

tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang 

terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya 

terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian 

program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs ( 

Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta 

formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 



 

 

startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan 

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan proses 

yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD 

dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut 

dilakukan.  

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, 

berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang 

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok 

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, 

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada 

Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan 

informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan 

pengamatan pelaksanaan musrenbang. 

 

 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional, berisikan telaahan 

terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu 

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok 

dan fungsi Perangkat Daerah. 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, berisikan 

perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra 

Perangkat Daerah. 

3.3 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-

faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta 

penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai 

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, 

pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. 

  



 

 

 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, 

berisikan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Banyumas rancangan awal Renja dapat dililhat dalam matrik renja 

Perangkat Daerah. 

 

BAB V PENUTUP, berisikan tentang catatan penting yang perlu 

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun 

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, 

kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 

 

  



 

 

BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 
DAERAH TAHUN LALU 
 

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH  TAHUN 

LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  

 

2.1.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas 

adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan 

Polisi Pamong Praja tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–

kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan 

suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui 

suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Banyumas, Pengukuran kinerja kegiatan dan 

Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : 

A. Penetapan Indikator Kinerja  

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang 

telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan 

(input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak 

(impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya 

manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator 

kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk 

masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. 

B. Capaian Analisis Kinerja  (Evaluasi program dan kegiatan tahun 

2024) 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator 

kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data 

kinerja. 



 

 

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target 

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 dianggarkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2024. Jumlah anggaran belanja pada APBD perubahan Tahun 2024 

sebesar Rp. 32.131.889.847. 

Penyerapan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Banyumas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 31.954.002.673 (91.79%). 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada tahun 

anggaran 2024 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi 

tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 32 

sub kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. 

Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam tabel  

T-C.29  sebagai berikut: 

 



 

Tabel T-C.29 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan 

Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja s.d. Tahun 2024 

Kabupaten Banyumas 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K Rp

[1] Meningkatnya 

ketentraman dan 

ketertiban umum

Prosentase penurunan 

gangguan keamanan 

dan ketertiban umum % 15 100 5 5 5 3.45 3.79 4.91 17.15 343 17.15 114.33

Jumlah Kasus Gangguan 

Tramtibum tahun lalu ( N-

1) dikurangi Kasus 

Gangguan Tramtibum 

[2] Optimalnya 

pelayanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

kebakaran

Tingkat waktu tanggap 

respons time rate 

daerah layanan wilayah 

manajemen kebakaran 

WMK menit 20 100 30 15 15 15 15 15 15 100 15 125

Tingkat waktu tanggap 

respons time rate daerah 

layanan wilayah 

manajemen kebakaran 

WMK = 15 menit. Jumlah 

[3] PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN

, PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

NON KEBAKARAN

Cakupan pelayanan 

pencegahan 

penanggulangan dan 

penyelamatan korban 

kebakaran % 100 100 100 100

10

0 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah kasus kebakaran 

di WMK yang tertangani 

dibagi jumlah kasus 

kebakaran dalam 

jangkauan WMK dikali  [5] Pelatihan 

Keluarga Tanggap 

Bencana Rumah 

Tangga

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Pelatihan 

Keluarga Tanggap 

Kebakaran Rumah 

Tangga Keluarga 30 30 30 30 30 30 30 100 30 100

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Pelatihan 

Tanggap Bencana Rumah 

Tangga 30 orang

14=6+12 15=14/5*100

16 17

K Rp K Rp K Rp Renja

8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100

3 4 4A

5 6 7

DPA PERUBAHAN

Tingkat Capaian 

kinerja dan Realisasi 

Anggaran 2024 (%)

Realisasi Kinerja 

Renstra SKPD s/d 

Tahun 2024

Tingkat Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun 2024

Permasalah

an
Keterangan

Tahun 2024-

2026
1 2 3 4

Tujuan/Sasaran/ 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja tujuan, 

sasaran, program, 

kegiatan

Satuan

Target Akhir 

Renstra
Realisasi capaian 

kinerja Renstra SKPD 

sampai dengan 

tahun 2023

Target Kinerja Renja SKPD Tahun 

Berjalan 2024

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

2024



 

 

 

[5] Penyelamatan 

dan Evakuasi 

Korban Kebakaran 

dan Non 

Kebakaran

Jumlah Dokumen Hasil  

Pelaksanaan Kegiatan 

Kesiapsiagaan Petugas 

Piket dan 

Penyelamatan/Evakuasi 

Saat Penanggulangan 

Kebakaran dan Non 

Kebakaran Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 100 1 100

Jumlah Dokumen Hasil  

Pelaksanaan Kegiatan 

Kesiapsiagaan Petugas 

Piket dan 

Penyelamatan/Evakuasi 

Saat Penanggulangan 

Kebakaran dan Non 

Kebakaran 1 Dokumen

[5] Pemadaman 

dan Pengendal ian 

Kebakaran dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Has i l  

Pelaksanaan Kegiatan 

Kes iaps iagaan Petugas  

Piket dan Pemadaman 
Laporan 1 1 1 1 1 1 1 100 1 100

Jumlah Laporan Has i l  

Pelaksanaan Kegiatan 

Kes iaps iagaan Petugas  

Piket dan Pemadaman 

[5] Peni la ian 

Sarana Prasarana 

Proteks i  

Kebakaran
Jumlah Dokumen yang 

Memuat Data  

Bangunan/Gedung/Lingk

ungan yang Memenuhi  
Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 100 1 100

Jumlah Dokumen yang 

Memuat Data  

Bangunan/Gedung/Lingk

ungan yang Memenuhi  

[5] Pendataan 

Sarana Prasarana 

Proteks i  

Kebakaran
Jumlah Dokumen yang 

Memuat Data  

Bangunan/Gedung/Lingk

ungan yang 
Dokumen 12 12 12 12 12 12 12 100 12 100

umlah Dokumen yang 

Memuat Data  

Bangunan/Gedung/Lingk

ungan yang 
[5] 

Penyelenggaraan 

Operas i  Pencarian 

dan Pertolongan 

pada Peris tiwa 

yang Menimpa, 

Membahayakan, 

dan/atau 

Mengancam 

Keselamatan 

Manus ia

Jumlah Laporan Has i l  

Penyelenggaraan 

Operas i  Penyelamatan 

yang Mengancam 

Keselamatan Manus ia

Laporan 12 12 12 12 12 12 12 100 12 100

Jumlah Laporan Has i l  

Penyelenggaraan Operas i  

Penyelamatan yang 

Mengancam Keselamatan 

Manus ia  12 Laporan 

dalam satu tahun (1 

laporan per bulan)



 

 
  

[5] Pemberdayaan 

Masyarakat da lam 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Kebakaran 

Mela lui  

Sos ia l i sas i  dan 

Edukas i  

Masyarakat
Jumlah Warga 

Masyarakat yang 

Mendapatkan 

Sos ia l i sas i  Edukas i  

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Kebakaran Setiap 

Tahunnya
Orang 3 3 3 3 3 3 3 100 3 100

jumlah warga masyarakat 

yang mendapat 

sos ia l i sas i  edukas i  

pencegahan dan 

penanggulangan 

kebakaran = 3 orang 

perwaki lan dari  suatu 

kelompok (satl inmas , 

[2] Optimalnya 

pelayanan 

ketentraman dan 

ketertiban serta  

perl indungan 

masyarakat

Persentase penanganan 

gangguan ketertiban 

umum dan ketentraman 

masyarakat

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase penanganan 

gangguan ketertiban 

umum dan ketentraman 

masyarakat = Jumlah 

pelanggaran ketertiban 

yang di tindaklanjuti  

dibagi  jumlah seluruh 

pelanggaran yang 

di temukan X 100% ( 1.512 : 

1.512 ) x 100 % = 100 %[3] PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 11.223.260.500 11.223.260.500 2.184.011.500 2.763.420.262

3.268.743.9

40 454.542.352 8.670.718.054 77.28

Cakupan patrol i  di  

wi layah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan patrol i  

ketertiban umum dan 

ketenteraman 

masyarakat di  wi layah = 

Jumlah anggota  Satpol  PP 

wi layah dibagi  Jumlah 

Kecamatan di  wi layah 

Kabupaten Banyumas  x 

100% (27 : 27) x100 % = 100 

%

Cakupan perl indungan 

masyarakat di  wi layah
% 100 100 100 100 100 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65 107.65

Cakupan perl indungan 

masyarakat di  wi layah = 

Jumlah anggota  Linmas  

di  bagi  Jumlah RT x 100% 

Prosentase wi layah yang 

terpenuhi  SDM 

Linmasnya

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah Kecamatan yang 

terpenuhi  SDM 

Linmasnya dibagi  Jumlah 

Kecamatan yang ada di  

Banyumas  x 100 % (27 : 27 

)x 100% = 100 %[4] Penegakan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota  

dan Peraturan 621.520.000 621.520.000 115.578.000 223.705.622 201.770.000 3.475.348 544.528.970 87.58

Jumlah penindakan 

terhadap pelanggar 

perda yang 

di laksanakan

Keg 50 50 50 5 50 50 50 50 50 1000 50 100

Jumlah penindakan 

terhadap pelanggar 

perda yang di laksanakan 

50 kegiatan penertiban 

reklame dari  has i l  rapat 

target di turunkan 

menjadi  5



 

 
  

[5] Sos ia l i sas i  

Penegakan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Bupati/Wal i  Kota 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 100

Jumlah Laporan Has i l  

Pelaksanaan Sos ia l i sas i  

Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala  Daerah
Laporan 2 2 2 2 2 2 2 2 100 2 100

Jumlah Laporan Has i l  

Pelaksanaan Sos ia l i sas i  

Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala  Daerah 2 laporan 

sos ia l i sas i  larangan 

memberi  uang ke 

[5] Pengawasan 

atas  Kepatuhan 

terhadap 

Pelaksanaan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Bupati/Wal i  Kota 135.000.000 135.000.000 31.194.000 28.301.000 53.370.000 108.000 112.973.000 83.69

Jumlah Laporan Has i l  

Pelaksanaan 

Pengawasan yang 

Di lakukan Terhadap 

Kepatuhan Terhadap 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala  Daerah
Laporan 4 4 4 1 1 4 4 4 100 4 100

Jumlah Laporan Has i l  

Pelaksanaan 

Pengawasan yang 

Di lakukan Terhadap 

Kepatuhan Terhadap 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala  Daerah 4 laporan 

patrol i  penertiban 

reklame patrol i  

[5] Penanganan 

atas  Pelanggaran 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Bupati/Wal i  Kota 480.320.000 480.320.000 84.384.000 195.404.622 142.200.000 3.367.348 425.355.970 88.57

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Penanganan Atas  

Pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

kepala  daerah Sesuai  

SOP
Laporan 4 4 4 1 1 4 4 4 100 4 100

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Penanganan Atas  

Pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

kepala  daerah Sesuai  

SOP 1 laporan penertiban 

rokok i lega l[4] Pembinaan 

Penyidik Pegawai  

Negeri  Sipi l  (PPNS) 

Kabupaten/Kota 13.800.000 13.800.000 6.000.000 7.455.000 13.455.000 97.51

Jumlah Sos ia l i sas i  

penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Bupati
Laporan 1 100 1 1 0 1 1 1 1 100 1 100

jumlah satpol  pp yg telah 

mengikuti  Sos ia l i sas i  

penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Bupati  1 laporan

[5] Pengembangan 

Kapas i tas  dan 

Karier PPNS 13.800.000 13.800.000 6.000.000 7.455.000 13.455.000 97.51

Jumlah Laporan Has i l  

Pengembangan dan 

Peningkatan Kapas i tas  

Pejabat PPNS Penegak 

Perda
Laporan 1 1 1 0 1 1 1 1 100 1 100

Jumlah Laporan Has i l  

Pengembangan dan 

Peningkatan Kapas i tas  

Pejabat PPNS Penegak 

Perda Berangkat diklat 

PPNS 1 orang



 

 

  

[4] Penanganan 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 10.587.940.500 10.587.940.500 2.068.433.500 2.533.714.640

3.059.518.9

40 451.067.004 8.112.734.084 76.52

Persentase penanganan 

gangguan ketertiban 

umum dan ketentraman 

masyarakat
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase penanganan 

gangguan ketertiban 

umum dan ketentraman 

masyarakat= Jumlah 

pelanggaran ketertiban 

yang di tindaklanjuti  

[5] Pencegahan 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Mela lui  Deteks i  

Dini  dan Cegah 

Dini , Pembinaan 

dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan 

Patrol i , 

Pengamanan, dan 

Pengawalan 9.807.889.500 9.807.889.500 1.699.008.500 2.423.329.490

2.846.364.9

40 430.310.700 7.399.013.630 75.34

Jumlah Laporan 

Gangguan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

yang Dicegah Mela lui  

Deteks i  Dini  dan Cegah 

Dini , Pembinaan dan 

Penyuluhan, Patrol i , 

Pengamanan, dan 

Pengawalan laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1 100

Jumlah Laporan 

Gangguan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

yang Dicegah Mela lui  

Deteks i  Dini  dan Cegah 

Dini , Pembinaan dan 

Penyuluhan, Patrol i , 

Pengamanan, dan 

Pengawalan 1 laporan

[5] Penindakan 

Atas  Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

berdasarkan Perda 

dan Perkada 

Mela lui  

Penertiban dan 

Penanganan Unjuk 

Rasa  dan 

Kerusuhan Massa 273.975.000 273.975.000 42.035.000 59.445.000 123.984.000 13.150.000 238.614.000 87.07

Jumlah Laporan 

Gangguan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

berdasarkan Perda dan 

Perkada Mela lui  

Penertiban dan 

Penanganan Unjuk Rasa  

dan Kerusuhan Massa  

yang Di lakukan 

Penindakan Laporan 4 4 4 3 4 4 4 4 100 4 100

Jumlah Laporan 

Gangguan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

berdasarkan Perda dan 

Perkada Mela lui  

Penertiban dan 

Penanganan Unjuk Rasa  

dan Kerusuhan Massa  

yang Di lakukan 

Penindakan 4 laporan 

PGOT, Reklame , 



 

 
 

[5] Koordinas i  

Penyelenggaraan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

serta  

Perl indungan 

Masyarakat 

Tingkat 

Jumlah Dokumen Has i l  

Pelaksanaan Koordinas i  

Penyelenggaraan 

Ketenteraman, 

Ketertiban Umum dan 

Perl indungan 

Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota
Dokumen 2 2 1 1 1 1 N/A N/A N/A N/A

Jumlah Dokumen Has i l  

Pelaksanaan Koordinas i  

Penyelenggaraan 

Ketenteraman, Ketertiban 

Umum dan Perl indungan 

Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota  sub keg 

tsb tidak tdk ada 

anggaran

[5] Pemberdayaan 

Perl indungan 

Masyarakat da lam 

rangka 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 402.616.000 402.616.000 266.890.000 44.440.150 66.170.000 7.606.304 385.106.454 95.67

Jumlah Dokumen yang 

Memuat Has i l  

Pemberdayaan 

Perl indungan 

Masyarakat da lam 

rangka Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum Dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 100 2 100

Jumlah Dokumen yang 

Memuat Has i l  

Pemberdayaan 

Perl indungan Masyarakat 

da lam rangka 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 2 

dokumen Belanja  Bahan-

[5] Peningkatan 

Kapas i tas  SDM 

Satuan Pol is i  

Pamongpraja  dan 

Satuan 

Perl indungan 

Masyarakat 

Termasuk dalam 

Pelaksanaan 

Tugas  yang 

Bernuansa Hak 

Asas i  Manus ia 88.210.000 88.210.000 55.500.000 6.500.000 23.000.000 85.000.000 96.35

Jumlah SDM Satuan 

Pol is i  Pamongpraja  dan 

Satuan Perl indungan 

Masyarakat yang 

Ditingkatkan 

Kapas i tasnya
Orang 80 80 80 80 80 80 80 80 100 80 100

Jumlah SDM Satuan Pol is i  

Pamongpraja  dan Satuan 

Perl indungan Masyarakat 

yang Ditingkatkan 

Kapas i tasnya 80 orang

[5] Pengadaan dan 

Pemel iharaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

yang Tersedia

Unit 5 5 5 1 5 5 5 5 100 5 100

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

yang Tersedia  5 paket 

Dagreem 2 mobi l  hi lux 2 

truk



 

 
  

[5] Penyusunan 

SOP Ketertiban 

Umum dan 

Ketenteraman 

Masyarakat 5.250.000 5.250.000

Jumlah Dokumen SOP 

Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman 

Masyarakat yang Telah 

Dibuat dan 

Dimutakhirkan
Dokumen 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5 100

Jumlah Dokumen SOP 

Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman 

Masyarakat yang Telah 

Dibuat dan 

Dimutakhirkan 5 SOP 

satpol  pp

[5] Penyediaan 

Layanan dalam 

rangka Dampak 

Penegakan 

Peraturan Daerah 

dan Perkada 5.000.000 5.000.000

Jumlah Laporan 

Penyediaan Layanan 

Dampak Penegakan 

Perda dan Perkada yang 

Terlayaniumlah Laporan 

pemberian pelayanan 

dasar kepada warga 

Layanan yang ter 

Dampak Penegakan 

Perda dan Perkada yang 

Terlayani

Laporan 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Laporan 

Penyediaan Layanan 

Dampak Penegakan 

Perda dan Perkada yang 

Terlayani  penertiban 

sudah di laksanakan 

tetapi  belum ada 

kompla in dari  

masyarakat atas  

keterdampakan 

penegakan perda berupa 

ganti  rugi  matria i l  dan 

ataupun pengobatan.[3] PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 20.730.742.173 20.730.742.173 4.595.268.503 6.760.594.722

5.353.769.5

27

4.003.102.4

45 20.712.735.197 99.87

Persentase pemenuhan 

layanan penunjang 

urusan perangkat 

daerah
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase pemenuhan 

layanan penunjang 

urusan perangkat daerah

[4] Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluas i  

Kinerja  Perangkat 

Daerah 6.745.000 6.745.000 1.500.000 5.245.000 6.745.000 100

Jumlah dokumen 

Perencanaan 

Penganggaran dan 

Evaluas i  Kinerja  

Perangkat Daerah

Laporan 8 4 8 1 1 1 1 1 1 100 1 12.5

Jumlah dokumen 

Perencanaan 

Penganggaran dan 

Evaluas i  Kinerja  

Perangkat Daerah 

dokumen Renja  

perubahan[5] Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 3.280.000 3.280.000 1.500.000 1.780.000 3.280.000 100

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah Dokumen 4 4 1 2 2 1 1 1 100 1 25

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah yang disusun 

Dokumen Renja  

[5] Eva luas i  

Kinerja  Perangkat 

Daerah 3.465.000 3.465.000 3.465.000 3.465.000 100

Jumlah Laporan Evaluas i  

Kinerja  Perangkat 

Daerah Laporan 4 100 4 1 1 1 1 1 1 100 1 25

Jumlah Laporan Evaluas i  

Kinerja  Perangkat Daerah 

yang disusun 1 Laporan 

Laporan RTP



 

 

  

[4] Adminis tras i  

Keuangan 

Perangkat Daerah 15.287.004.435 15.287.004.435 3.046.187.322 5.444.974.234

4.009.535.2

54

2.786.307.6

25 15.287.004.435 100.13
Jumlah laporan 

pelaksanaan 

Adminis tras i  Keuangan 

Perangkat Daerah
Laporan 2 100 2 1 2 2 1 2 2 200 2 100

Jumlah laporan 

pelaksanaan 

Adminis tras i  Keuangan 

Perangkat Daerah yang 

[5] Penyediaan 

Adminis tras i  

Pelaksanaan 

Tugas  ASN 117.630.000 117.630.000 2.220.000 25.045.000 52.085.000 38.280.000 117.630.000 100.01
Jumlah Dokumen Has i l  

Penyediaan 

Adminis tras i  

Pelaksanaan Tugas  ASN
Dokumen 12 100 12 12 12 12 12 12 12 100 12 100

Jumlah Dokumen Has i l  

Penyediaan Adminis tras i  

Pelaksanaan Tugas  ASN 

yang disusun 1 dokumen 

[5] Penyediaan 

Gaji  dan 

Tunjangan ASN 15.169.374.435 15.169.374.435 3.043.967.322 5.419.929.234

3.957.450.2

54

2.748.027.6

25 15.169.374.435 99.99

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji  dan 

Tunjangan ASN

Orang/bu

lan 135 100 135 135 135 119 119 119 119 88.15 119 88.15

[4] Adminis tras i  

Umum Perangkat 

Daerah 1.106.677.012 1.106.677.012 471.998.169 172.133.962 241.124.918 221.419.963 1.106.677.012 99.96
Jumlah laporan 

pelaksanaan 

Adminis tras i  Umum 

Perangkat Daerah
Laporan 7 100 7 2 2 2 2 2 2 100 2 28.57

Jumlah laporan 

pelaksanaan 

Adminis tras i  Umum 

Perangkat Daerah yang 

[5] Penyediaan 

Komponen 

Insta las i  

Li s trik/Penerangan 

Bangunan Kantor 7.283.500 7.283.500 3.685.500 3.275.000 323.000 7.283.500 99.99

Jumlah Paket Komponen 

Insta las i  

Li s trik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan Paket 1 100 1 1 1 1 1 1 1 100 1 100

Jumlah Paket Komponen 

Insta las i  

Li s trik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 1 paket 

Belanja  a lat l i s trik

[5] Penyediaan 

Pera latan dan 

Perlengkapan 

Kantor 50.205.000 50.205.000 8.917.000 3.360.000 19.002.000 18.926.000 50.205.000 100

Jumlah Paket Pera latan 

dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan Paket 5 100 5 5 5 5 5 5 5 100 5 100

Jumlah Paket Pera latan 

dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 5 paket 

Belanja  Alat Tul i s  Kantor 

[5] Penyediaan 

Pera latan Rumah 

Tangga 17.000.000 17.000.000 14.799.500 2.199.940 560 17.000.000 100.01

Jumlah Paket Pera latan 

Rumah Tangga yang 

Disediakan Paket 2 100 2 2 2 2 2 2 2 100 2 100

Jumlah Paket Pera latan 

Rumah Tangga yang 

Disediakan 2 paket 

Belanja  Bahan Pembers ih 

[5] Penyediaan 

Bahan Logis tik 

Kantor 204.228.000 204.228.000 41.490.730 60.956.220 74.784.000 26.997.050 204.228.000 100

Jumlah Paket Bahan 

Logis tik Kantor yang 

Disediakan Paket 3 100 3 3 3 3 3 3 3 100 3 100

Jumlah Paket Bahan 

Logis tik Kantor yang 

Disediakan 3 paket 

Belanja  Is i  Tabung Gas  



 

 
 

[5] Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 14.785.000 14.785.000 1.693.400 8.133.200 2.000.000 2.958.400 14.785.000 100

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan
Paket 2 100 2 2 2 2 2 2 2 100 2 100

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan 2 paket 

Belanja  Fotocopy dan 

Penji l idan Belanja  Cetak 

[5] 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinas i  

dan Konsultas i  

SKPD 802.975.512 802.975.512 401.412.039 86.259.542 142.765.978 172.537.953 802.975.512 99.97

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinas i  dan 

Konsultas i  SKPD
Laporan 2 100 2 2 2 2 2 2 2 100 2 100

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinas i  dan 

Konsultas i  SKPD 2 paket 

Honor Narasumber Biaya  

Perja lanan Dinas

[5] Penatausahaan 

Ars ip Dinamis  

pada SKPD 10.200.000 10.200.000 10.150.000 50.000 10.200.000 100

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Ars ip 

Dinamis  pada SKPD

Dokumen 1 100 1 1 1 1 1 1 1 100 1 100

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Ars ip 

Dinamis  pada SKPD 1 

paket Belanja  Sarana dan 

Prasarna Ars ip (Rak ars ip)[4] Pengadaan 

Barang Mi l ik 

Daerah Penunjang 

Urusan 607.595.500 607.595.500 185.580.000 44.578.500 89.084.000 288.353.000 607.595.500 100

Jumlah laporan 

pelaksanaan 

pengadaan Barang Mi l ik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah
Laporan 3 100 3 3 1 3 3 3 3 100 3 100

Jumlah laporan 

pelaksanaan pengadaan 

Barang Mi l ik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah yang 

disusun Laporan 

Pengadaan Alat 

Kebers ihan Laporan 

[5] Pengadaan 

Pera latan dan 

Mes in La innya 396.942.500 396.942.500 185.580.000 44.578.500 89.084.000 77.700.000 396.942.500 100

Jumlah Unit Pera latan 

dan Mes in La innya yang 

Disediakan Unit 5 100 5 5 5 5 5 5 5 100 5 100

Jumlah Unit Pera latan 

dan Mes in La innya yang 

Disediakan 5 unit 

Belanja  Modal  Alat 

[5] Pengadaan 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

La innya 210.653.000 210.653.000 210.653.000 210.653.000 100

Jumlah Unit Gedung 

Kantor atau Bangunan 

La innya yang Disediakan
Unit 1 100 1 1 0 1 0 0 0 200 200

Jumlah Unit Gedung 

Kantor atau Bangunan 

La innya yang Disediakan

[5] Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

La innya

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan La innya yang 

Disediakan Unit 2 100 2 2 0 0 0 0 0 200 200

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan La innya yang 

Disediakan Tidak ada 

anggaran tidak ada sub 



 

 
  

[4] Penyediaan 

Jasa  Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 3.325.639.250 3.325.639.250 881.138.012 928.476.410 826.017.355 690.007.473 3.325.639.250 100.1

Jumlah laporan 

pelaksanaan 

penyediaan Jasa  

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Laporan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 2 100

Jumlah laporan 

pelaksanaan penyediaan 

Jasa  Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yg 

disusun Laporan Jasa  

Kebers ihan Laporan 

[5] Penyediaan 

Jasa  Komunikas i , 

Sumber Daya Air 

dan Lis trik 85.439.250 85.439.250 1.725.000 35.191.098 46.193.492 2.329.660 85.439.250 100.01

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa  

Komunikas i , Sumber 

Daya Air dan Lis trik yang 

Disediakan
Laporan 4 100 4 4 4 4 4 4 4 100 4 100

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa  

Komunikas i , Sumber Daya 

Air dan Lis trik yang 

Disediakan 4 laporan 

Belanja  Jasa  Pengolahan 

Sampah Belanja  Tagihan 

[5] Penyediaan 

Jasa  Pelayanan 

Umum Kantor 3.240.200.000 3.240.200.000 879.413.012 893.285.312 779.823.863 687.677.813 3.240.200.000 99.97
Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa  

Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan
Laporan 12 100 12 12 12 12 12 12 12 100 12 100

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa  

Pelayanan Umum Kantor 

yang disusun 12 bulan [4] Pemel iharaan 

Barang Mi l ik 

Daerah Penunjang 

Urusan 397.080.976 397.080.976 10.365.000 168.931.616 182.763.000 17.014.384 379.074.000 95.48

Jumlah laporan 

pelaksanaan 

Pemel iharaan Barang 

Mi l ik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Laporan 2 100 2 2 2 2 2 2 2 100 2 100

Jumlah laporan 

pelaksanaan 

Pemel iharaan Barang 

Mi l ik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah yang disusun 

Servis  Kendaraan Dinas  [5] Penyediaan 

Jasa  

Pemel iharaan, 

Biaya  246.386.000 246.386.000 85.681.616 146.118.000 14.364.384 246.164.000 99.94

Jumlah Kendaraan Dinas  

Operas ional  atau 

Lapangan yang 

Dipel ihara  dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya
Unit 10 100 10 10 10 10 10 10 10 100 10 100

Jumlah Kendaraan Dinas  

Operas ional  atau 

Lapangan yang 

Dipel ihara  dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 10 unit 

Belanja  pajak kendaraan 

roda 4/lebih

[5] Pemel iharaan 

Pera latan dan 

Mes in La innya 28.100.000 28.100.000 6.305.000 19.245.000 2.550.000 28.100.000 100

Jumlah Pera latan dan 

Mes in La innya yang 

Dipel ihara Unit 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 100

Jumlah Pera latan dan 

Mes in La innya yang 

Dipel ihara  10 unit servis  

AC[5] 

Pemel iharaan/Reh

abi l i tas i  Gedung 

Kantor dan 122.594.976 122.594.976 4.060.000 83.250.000 17.400.000 100.000 104.810.000 85.5

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan La innya 

yang 

Dipel ihara/Direhabi l i ta

s i Unit 2 2 1 1 1 1 1 1 100 1 50

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan La innya 

yang 

Dipel ihara/Direhabi l i tas i  

1 unit rehab ruang 

gudang

[4] Adminis tras i  

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Persentase Adminis tras i  

Kepegawaian Perangkat 

Daerah Laporan 1 100 1 1 1 1 1 1 1 100 1 100

umlah laporan 

Adminis tras i  

Kepegawaian Perangkat 

Daerah yang disusun 



hh 

 

 

2.1.2 Prakiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025. 

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2025 

sebesar Rp 24.089.124.115,- terurai dalam 3 program, 14 kegiatan dan 38  

sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau 

meningkat dari tahun 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. 

Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. 

Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun berjalan dapat dilihat dalam tabel 

2.2.2 sebagai berikut : 
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Tabel 2.1.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 

  

Realisasi

Kinerja 

Renstra

S/D 2024 Renstra Renja DPA Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Renstra Renja DPA

Kegiatan

1

Jumlah dokumen Perencanaan 

Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan

2

Jumlah laporan pelaksanaan 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Kegiatan

3

1

Persentase Administrasi 

Kepegaw aian Perangkat Daerah

Laporan 1 1 1 1 1 - 1 - -

100% 100% 100%

Kegiatan

4

1

Jumlah laporan pelaksanaan 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Laporan 2 7 7 2 2 - 2 - -

28.57% 28.57% 100%

Kegiatan

5

1

Jumlah laporan pelaksanaan 

pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Laporan 3 3 3 3 3 - 3 - -

100% 100% 100%

1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi Keuangan (Rp.) 132.550.000 0 131.598.000 0 99.27%

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan (Rp.) 992.122.272 298.144.382 203.960.511 0 50.61%

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan (Rp.) 12.312.000 0 0 0 0.00%

-

100% 100% 200%

1 2 - 2 -

1

Laporan 2 2 2

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan (Rp.) 15.914.207.855 4.037.305.663 4.016.820.465 597.593.091 54.45%

-

12.50% 12.50% 25%

4 1 - 1 -

1

Laporan 1 8 8

Capian Thdp

1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan (Rp.) 3.000.000 0 0 0 0.00%

Realisasi

TRW 2

Realisasi

TRW 3
# No Indikator Kegiatan Satuan

Target Kinerja

Realisasi

TRW 1
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Kegiatan

6

1

Jumlah laporan pelaksanaan 

penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Laporan 2 2 2 2 2 - 2 - -

100% 100% 100%

Kegiatan

7

1

Jumlah laporan pelaksanaan 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Laporan 2 2 2 2 2 - 2 - -

100% 100% 100%

Kegiatan

8

1

Persentase penanganan 

gangguan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat

% 100 100 100 100 100 - 100 - -

100% 100% 100%

Kegiatan

9

1

Jumlah penindakan terhadap 

pelanggar perda yang 

dilaksanakan

Keg 50 50 50 5 50 - 5 - -

10% 10% 100%

Kegiatan

10

1

Jumlah Sosialisasi penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati

Laporan 1 1 1 1 0 - 1 - -

100% 100% 100%

1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegaw ai Negeri Sipil  (PPNS) Kabupaten/Kota

Realisasi Keuangan (Rp.) 10.000.000 0 0 0 0.00%

1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Realisasi Keuangan (Rp.) 966.494.560 225.382.300 4.275.000 0 23.75%

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Keuangan (Rp.) 1.645.029.001 140.182.500 742.734.360 11.950.000 54.46%

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi Keuangan (Rp.) 294.469.000 61.433.120 41.527.250 0 34.95%

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi Keuangan (Rp.) 3.058.243.927 506.547.633 773.930.866 0 41.85%
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Kegiatan

1

1

Jumlah laporan pelaksanaan 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Dokumen 3 3 3 - - -

Kegiatan

2

1

Jumlah laporan pelaksanaan 

penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Keg 100 100 100 - - -

Kegiatan

3

1

Jumlah pengadaan barang 

milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah

- - -

Kegiatan

4

1

Jumlah laporan pelaksanaan 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

% 100 100 100 - - -

Kegiatan

5

1

Persentase pelaksanaan operasi 

pencarian dan pertolongan 

terhadap kondisi 

membahayakan manusia

% 100 100 100 - - -

UNIT PEMADAM KEBAKARAN

10504205 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Realisasi Keuangan (Rp.) 22.500.000 6.640.000 0 0 29.50%

XXX01206 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan (Rp.) 31.681.000 2.317.000 1.114.000 0 10.82%

XXX01207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi Keuangan (Rp.) 61.000.000 0 0 0 0.00%

XXX01208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi Keuangan (Rp.) 65.454.000 0 15.015.225 0 22.93%

0.72%

XXX01209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi Keuangan (Rp.) 171.262.500 1.240.000 0 0
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Kegiatan

6

1

Jumlah Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Pencegahan 

Kebakaran

- - -

Kegiatan

7

1
Jumlah Inspeksi Peralatan 

Proteksi Kebakaran

% 100 100 100 - - -

Kegiatan

8

1

Jumlah sarana dan prasarana 

penanggulangan kebakaran 

yang tersedia

Buah 8 8 8 - - -

2
Jumlah Pendataan Sarana 

Prasarana Proteksi Kebakaran

% 100 100 100 - - -

10504201 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Keuangan (Rp.) 640.998.000 87.737.643 35.829.904 0 19.27%

10504202 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Realisasi Keuangan (Rp.) 17.800.000 675 675 0 7.58%

10504204 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Realisasi Keuangan (Rp.) 50.000.000 0 0 0 0.00%
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2.2  ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran yang 

sangat penting dalam melayani masyarakat dan menjaga ketertiban 

umum di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran penting Satpol PP 

dalam konteks pelayanan masyarakat: 

Penegakan Peraturan Daerah: Satpol PP bertugas menegakkan 

peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Ini 

termasuk mengawasi pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan 

ketertiban umum, seperti aturan mengenai penggunaan lahan, 

reklame, dan kegiatan masyarakat. 

Pengendalian dan Penertiban: Satpol PP memainkan peran kunci 

dalam penertiban fasilitas umum dan lingkungan sekitar, seperti 

penertiban pedagang kaki lima yang tidak berizin, pengaturan lalu 

lintas, dan penanganan bangunan yang melanggar aturan. 

Penanganan Masalah Sosial: Satpol PP juga terlibat dalam 

menangani berbagai masalah sosial, seperti pengemis, anak jalanan, 

dan orang dengan gangguan jiwa. Mereka berkoordinasi dengan 

lembaga lain untuk memberikan bantuan atau perlindungan kepada 

individu yang membutuhkan. 

Keamanan dan Ketertiban: Satpol PP membantu menjaga 

keamanan dan ketertiban umum dengan mengatasi tindakan-tindakan 

yang dapat merusak ketentraman masyarakat, seperti kerumunan 

yang tidak teratur, konflik, atau kegiatan ilegal. 

Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat: Satpol PP seringkali 

menjadi garda terdepan dalam menanggapi pengaduan masyarakat 

terkait pelanggaran ketertiban umum. Mereka berfungsi sebagai 

saluran untuk mengatasi keluhan masyarakat dan mengambil 

tindakan yang sesuai. 

Penyuluhan dan Sosialisasi: Satpol PP juga melakukan kegiatan 

penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi peraturan 

daerah dan menjaga ketertiban. Ini membantu masyarakat memahami 

dan mengikuti aturan yang berlaku. 

Penyelamatan dan Penanganan Keadaan Darurat: Dalam situasi 

darurat, seperti bencana alam atau kerusuhan, Satpol PP memiliki 
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peran dalam koordinasi penanganan dan penanganan awal, serta 

membantu pemulihan kondisi pasca-bencana. 

Kerjasama dengan Instansi Lain: Satpol PP berkoordinasi dengan 

berbagai instansi dan lembaga lain, seperti kepolisian, dinas sosial, 

dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan implementasi 

peraturan dan menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat. 

Melalui berbagai tugas dan fungsinya, Satpol PP berperan penting 

dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi 

masyarakat, serta membantu pemerintah daerah dalam menjalankan 

fungsi-fungsi administrasi dan penegakan hukum di tingkat lokal. 

Selaras dengan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Banyumas mempunyai fokus kinerja pelayanan urusan 

bidang trantibum sebagai berikut: 
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Tabel T-C.30 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Banyumas 
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2.3  ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 

PERANGKAT DAERAH  

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja 

terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada 

Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan beberapa isu-isu 

strategis antara lain sebagai berikut: 

a) Belum optimalnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat; dan  

b) Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

kebakaran. 

Permasalahan 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satpol PP 

Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan 

serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat 

dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis 

untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang 

akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Untuk lebih 

jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut: 

 

Perumusan Strategi Menggunakan Metode SWOT 

 

Strategi atas pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam 

lingkup misi membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan 

berdaya saing, adalah sebagai berikut: 

STRATEGI (SO) STRATEGI (WO) 

1. Peningkatan kerjasama dengan 

jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan, 

Pengadilan dalam menciptakan 

kondusifitas sosial; 

2. Peningkatan sarpras 

 

1. Membuat daftar program 

prioritas untuk mengatasi 

keterbatasan anggaran; 

2. Meningkatkan koordinasi 

dengan jajaran samping; 

3. Meningkatkan kualitas SDM 

melalui pelatihan teknis 

fungsional  

4. Memberdayakan relawan 



hh 

 

 

kebakaran 

STRATEGI (ST) STRATEGI (WT) 

1. Peningkatan perlindungan 

sosial masyarakat 

2. Peningkatan sarpras 

1. Meningkatkan koordinasi 

internal maupun eksternal   

untuk mengatasi permasalahan 

gangguan ketenteraman dan 

ketertiban umum, serta 

perlindungan masyarakat; 

2. Membangun Pos Damkar  

 

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan berdasarkan Renstra Satpol PP Kab. Banyumas tahun 2024-

2026, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh Satpol PP Kab. 

Banyumas adalah sebagai berikut : 

1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan 

pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen 

masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;  

2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan 

proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal 

business process);  

3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan 

investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) 

untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang 

baik (good governance) dalam jangka panjang; dan  

4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek 

pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain 

(costeffectiveness) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari 

dana yang terbatas (allocative efficiency). 

 

2.4  REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD  

Rancangan akhir RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam 

penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 

2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap 

kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan 

terhadap rancangan awal RK PD dapat dilihat pada lampiran Tabel T-

C.31 sebagai berikut: 
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Tabel T-C.31 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 

Kabupaten Banyumas 
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2.5  PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 

 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas 

mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, baik dari 

kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga lainnya yang 

langsung ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. 

Banyumas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan 

penelitian lapangan, pokok pikiran dewan maupun Musrenbang 

Kecamatan. Usulan program, kegiatan dan subkegiatan yang 

diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel T-

C.32 sebagai berikut : 
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Tabel T-C.32 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 

Kabupaten Banyumas
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2.6 INOVASI PERANGKAT DAERAH  



hh 

 

 

BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT 
DAERAH 

 

3.1.  TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 pada dasarnya adalah 

gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 yang 

diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPD Kabupaten 

Banyumas Tahun 2024-2026. Selain itu prioritas pembangunan 

merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan 

pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Tema Rencana Pembangunan Nasional 

Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi 

yang Produktif dan Inklusif”. Dalam Rencana Pembangunan Nasional 

Tahun 2026 terdapat penekanan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi: 5,8–6,3 % 

2. GNI per kapita: sekitar US $5.870 

3. Tingkat kemiskinan: 6,5–7,5 %; kemiskinan ekstrem: 0 % 

4. Tingkat pengangguran terbuka: 4,44–4,96 % 

5. Rasio Gini: 0,377–0,380 

6. Indeks modal manusia: 0,57 

7. Penurunan emisi GRK: 37,14 % 

8. Indeks kualitas lingkungan hidup: 76,67 

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 diarahkan pada pencapaian 

tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam 

RPD Provinsi Jawa tengah Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan 

daerah Provinsi Jawa Tengah adalah "Jawa Tengah yang Semakin 

Sejahtera dan Lestari" yang akan dicapai dengan empat sasaran 

pembangunan daerah meliputi: 

1. meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan 

berkelanjutan; 

2. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, 

berkarakter, dan adaptif; 

3. meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 
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4. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis. 

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan 

pada tema "Penopang Swasembada Pangan Nasional dan Penguatan 

Wilayah Aglomerasi Ekonomi." dengan memperhatikan Agenda 

Pembangunan Nasional yang menjadi menjadi Prioritas Pembangunan 

Nasional, sebagaimana tertuang dalam RKP 2026 dan RPJMN 2025–2029, 

meliputi:  

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan 

Berkeadilan, melalui penguatan sektor pertanian, pangan, dan energi.  

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan 

Menjamin Pemerataan, termasuk penguatan pusat-pusat pertumbuhan 

baru melalui aglomerasi ekonomi daerah.  

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, 

melalui layanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kompetensi 

tenaga kerja.  

d. Merevolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, melalui penguatan 

budaya lokal, karakter SDM, dan ketahanan sosial masyarakat.  

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi 

dan Pelayanan Dasar, dengan prioritas infrastruktur mendukung 

ketahanan pangan dan industrialisasi lokal.  

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan 

Perubahan Iklim, termasuk perlindungan lahan pertanian, pengelolaan 

irigasi, serta penguatan ketahanan pangan berkelanjutan.  

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan 

Publik, guna mendukung keamanan investasi dan ketertiban wilayah 

sebagai penunjang pengembangan ekonomi daerah.  

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2026 diarahkan pada: 

1. Penguatan Kapasitas Perekonomian Daerah; 

2. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 

3. Penguatan Ketahanan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup; dan 

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dinamis. 

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dalam 

RPD tahun 2024-2026 telah mempertimbangkan isu pembangunan global, 

nasional dan isu strategis pembangunan daerah. Prioritas daerah 
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dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan–

kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal 

dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang 

dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Banyumas Tahun 2024–2026 dan isu strategis pembangunan, maka 

pembangunan Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk Peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia serta tata kelola yang efektif dan 

kolaboratif untuk mendukung pengembangan potensi daerah dengan 

prioritas sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan 

Berkelanjutan; 

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 

3. Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan 

Ekstrem; 

4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Konektivitas Wilayah; 

5. Penguatan Ketahanan Lingkungan dan Mitigasi Bencana; dan 

6. Percepatan Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan yang 

Baik. 

 

3.2  TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan untuk menjawab isu-isu 

strategis yang teridentifikasi. Rencana pembangunan disesuaikan dengan 

visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, "Mewujudkan 

Banyumas yang PAS: Produktif, Adil, dan Sejahtera.”. Visi RPJPD 

Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 dijabarkan kedalam empat misi 

yaitu: 

1. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Produktif, Berdaya Saing, dan 

Berkelanjutan; 

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan 

Berkarakter; 

3. Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah; 

4. Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas, dan Mendukung 

Konektivitas; 
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5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Daerah yang Tangguh 

Terhadap Bencana; 

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Melayani, dan 

Inovatif; dan 

7. Memperkuat Karakter dan Budaya Lokal Menuju Masyarakat Banyumas 

yang Harmonis. 

Mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024–2026, RKPD 

Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk Penguatan 

pemulihan ekonomi, percepatan pengurangan kemiskinan, peningkatan 

kualitas pelayanan dasar, penguatan konektivitas wilayah, penguatan tata 

kelola pemerintahan dan pelestarian lingkungan hidup secara 

berkelanjutan. 

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Satuan Polisi Pamong 

Praja Kab. Banyumas Tahun 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana 

Strategis tahun 2024-2026 adalah sebagai ber ikut : 

TUJUAN SASARAN 

Meningkatnya ketentraman dan 

ketertiban umum 

Optimalnya pelayanan ketentraman dan 

ketertiban serta perlindungan masyarakat 

 Optimalnya pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran 

 

 
 

3.3  PROGRAM DAN KEGIATAN  

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu 

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa 

instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat 

guna mencapai sasaran tertentu. Satuan Polisi Pamong Praja  sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan yang membiidangi 

Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Penegakan Perundang 

Undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan 

Bencana Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah di Kab. Banyumas. 

Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam 

mencapai visi misi yang telah ditetapkan.  
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Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai 3 Program, 13 Kegiatan dan 

40 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 3 Bidang dan Sekretariat. 

Berikut merupakan total kebutuhan dana Tahun 2026 yaitu Rp  

25,466,153,000.00. Berikut lampiran rumusan rencana program dan 

kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027 

pada Tabel T-C.33 berikut : 
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Tabel T-C.33 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 

dan Prakiraan Maju Tahun 2027 

Kabupaten Banyumas 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH 

 

  Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Kabupaten Banyumas 

Tahun 2026 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah 

disesuaikan dengan Renstra 2024-2026 sebagai berikut: 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
 

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Banyumas Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan 

yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja 

Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026. Renja akan 

menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Dalam pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas  

Tahun 2026, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 berpedoman 

pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dan Rencana 

Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 

dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan. 

2. Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh stakeholders pembangunan 

termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan 

serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026 dengan 

sebaik-baiknya.  

3. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pedoman 

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026.  

4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan 

rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik. 

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam renja 

Kabupaten Banyumas tahun 2026 mampu mendorong  terwujudnya  

cita-cita pembangunan kabupaten Banyumas. 

 

Purwokerto, 18 Juli 2025 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN BANYUMAS 

 

 

SUGENG AMIN,SH, MH. 

NIP. 196701281993021001 
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REGISTER RESIKO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026 
 

 
 

  

Identifikasi RSO 

Strategi OPD              

NO Tujuan NO 
Sasaran 

Strategis 
NO 

Indikator 

Kinerja 

Risiko Sebab Dampak 

SKPD 
Uraian 

Kode 

Risiko 
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian 

Pihak yang 

Terkena 

1 Meningkatn

ya 
ketentrama

n dan 

ketertiban 
umum 

1 Optimalnya 

pelayanan 
ketentraman 

dan 

ketertiban 
serta 

perlindungan 

masyarakat 

1 Persentase 

penanganan 
gangguan 

ketertiban 

umum dan 
ketentraman 

masyarakat 

Adanya aduan 

masyarakat 
yang tidak 

ditindaklanjuti 

  sekretaris Karena 

Kurangnya 
koordinasi 

antara 

admin 
lapak 

aduan 

dengan 
petugas 

dilapangan Internal C 

Sehingga bisa 
mengakibatkan 

Adanya aduan 

masyarakat 
yang tidak 

ditindaklanjuti 

Masyarakat, 

pemkab 

SATPOL 

PP 

2 Optimalnya 

pelayanan 

penyelamatan 
dan evakuasi 

korban 

kebakaran 

2 Tingkat 

waktu 

tanggap 
respons 

time rate 

daerah 
layanan 

wilayah 

manajemen 

kebakaran 
WMK 

Timbulnya 

jatuh korban 

jiwa dan 
kerugian 

materiil 

  Kasatpol 

PP 

Karena 

terlambat 

menangani 

kejadian 
kebakaran Internal C 

Sehingga bisa 

mengakibatkan 
Adanya korban 

jiwa dan 

kerugian 

materiil akibat 
kebakaran 

Masyarakat, 
pemkab 

SATPOL 
PP 



hh 

 

 
 
 

Jenis NO 
Tujuan/ Sasaran/ 

Strategi/ Kebijakan/ 

Program 

No 
Indikator 

Kinerja 

Risiko Sebab Dampak 

SKPD 
Uraian 

Kod
e 

Risi

ko 

Pemilik 
Uraia

n 
Sumber 

C
/

U

C 

Uraian 
Pihak yang 

Terkena 

Tujuan   

Meningkatnya 

ketentraman dan 
ketertiban umum                       

Ind Tujuan       

 
Prosentase 

penurunan 

gangguan 
keamanan 

dan 

ketertiban 
umum 

 

                    

No 
"Risiko yang 

Teridentifikasi" 
Kode Risiko Skala Risiko 

Pemilik 

Risiko 
Penyebab Dampak 

1 Adanya PGOT di Trafic Light ROO.25 105 10 10 0,688194444 

SATPOL 

PP 

Karena kurang memadainya 

kemampuan petugas dalam 
mengatasi masalah PGOT di Trafic 

light 

Sehingga mengakibatkan Adanya PGOT 

di Trafic Light 

2 

Adanya penyelenggara 
reklame yang memasang 

reklame tanpa ijin ROO.25 105 10 10 0,688194444 

SATPOL 

PP 

Kurang memadainya kemampuan 
petugas dalam menangani reklame 

yang tidak berizin 

Sehingga mengakibatkan Adanya 
penyelenggara reklame yang memasang 

reklame tanpa ijin 
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Sasaran   

Meningkatnya 
ketentraman dan 

ketertiban umum                       

Ind Sasaran       

 

Tingkat 

waktu 
tanggap 

respons time 

rate daerah 
layanan 

wilayah 

manajemen 
kebakaran 

WMK                    

Program   

PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN NON 

KEBAKARAN                        

Ind Program      

Cakupan 

pelayanan 

pencegahan 
penanggulan

gan dan 

penyelamata
n korban 

kebakaran                   
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Kegiatan   

Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 
Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan 

Berbahaya dan 
Beracun Kebakaran 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota                       

Kegiatan   

Inspeksi Peralatan 

Proteksi Kebakaran                       

Kegiatan   

Penyelenggaraan 
Operasi Pencarian dan 

Pertolongan terhadap 

Kondisi 

Membahayakan 
Manusia                       

Kegiatan   

Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Pencegahan Kebakaran                       

Sasaran   

Meningkatnya 

ketentraman dan 
ketertiban umum                       

Ind Sasaran       

Persentase 
penanganan 

gangguan 

ketertiban 
umum dan 

ketentraman 

masyarakat                   

Program   

PROGRAM 

PENINGKATAN 
KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM                       
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Ind Program       

Cakupan 
perlindungan 

masyarakat 

di wilayah                   

Ind Program       

Cakupan 

perlindungan 
masyarakat 

di wilayah                   

Ind Program       

Cakupan 

perlindungan 

masyarakat 
di wilayah                   

Ind Program       

Prosentase 

wilayah yang 

terpenuhi 

SDM 
Linmasnya                   

Ind Program       

Prosentase 

wilayah yang 

terpenuhi 

SDM 
Linmasnya                   

Ind Program       

Prosentase 

wilayah yang 

terpenuhi 
SDM 

Linmasnya                   

Ind Program       

Cakupan 

patroli di 

wilayah                    

Ind Program       

Cakupan 

patroli di 
wilayah                   
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Ind Program       

Cakupan 
patroli di 

wilayah                   

Kegiatan   

Penegakan Peraturan 

Daerah 

Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Bupati/Wali 

Kota                       

Ind Kegiatan       

Jumlah 
penindakan 

terhadap 

pelanggar 
perda yang 

dilaksanakan 

Adanya 
penyele

nggara 

reklam

e yang 
memas

ang 

reklam
e tanpa 

ijin 105 sekretaris 

Kuran

g 

mema
dainya 

kema

mpua
n 

petug

as 
dalam 

mena

ngani 

rekla
me 

yang 

tidak 
berizi

n Internal C 

Sehingga 

mengakibatk

an Adanya 

penyelenggar
a reklame 

yang 

memasang 
reklame 

tanpa ijin 

masyarakat, 

pemkab 

SATPO

L PP 

Kegiatan   

Pembinaan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) 
Kabupaten/Kota                       

Kegiatan   

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) Daerah                       
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Kabupaten/Kota 

Ind Kegiatan       

Persentase 
penanganan 

gangguan 

ketertiban 
umum dan 

ketentraman 

masyarakat 

Adanya 

PGOT 
di 

Trafic 

Light 105 sekretaris 

Karen
a 

kuran

g 
mema

dainya 

kema

mpua
n 

petug

as 
dalam 

menga

tasi 
masal

ah 

PGOT 
di 

Trafic 

light Internal C 

Sehingga 

mengakibatk
an Adanya 

PGOT di 

Trafic Light 

masyarakat, 

pemkab 

SATPO

L PP 

Program   

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA                       

Ind Program       

Persentase 

pemenuhan 
layanan 

penunjang 

urusan                   
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perangkat 
daerah 

Kegiatan   

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah                       

Kegiatan   

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah                       

Kegiatan   

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah                       

Kegiatan   

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah                       

Kegiatan   

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah                       

Kegiatan   

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah                       

Kegiatan   

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 
Daerah                       

 


